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Tla:NTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAO! PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKA.JENE DAN KEPULAUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

AUPATI PANOKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Pemerintah Dacrah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan belum dapat menyedia.kan rumah jabat.an 
Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sehingga untuk menunjang 
kelnncaran pelaksanaan tu gas, fungsi dan 

wewenangnya, dipandang perlu diberikan Tunjangan 

Perumahan; 

b. bahwa standar sewa rum.ah Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku 

sekarang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi 

saat ini, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Bupati Pangkajcnc dan 

Kcpulauan. 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

{Lembaran Negara Rcpublik Tndoncsia Tahun1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5324); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416}, sebagaimana teJah diubah bcberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712}; 

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



11 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeragh 
sebagairnana telah diubah Pertarna dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 2); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 

Daerah Tahun 2015 Nomor 10) 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 

Nomor 14) 



Meoetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN 

KEPULAUAN 

HABl 

KETENTUAN UMUM 

Pase.I 1 

Da1am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

l.  Daerah adalah Kabupaten Pangkajenc dan Kepulauan 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara 

Pemcrintahan Daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinta.han oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugae 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undangdasar Negara Republik lndoacsia Tahun 1945. 
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene de.n Kepulauan 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekreta.ris Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah scbagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

7. Pirnpinan DPRD adaJah Ketua dan Wakil Kctua DPRD Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan 

8. Anggota DPRD adalah mcreka yang telah diresmikan keanggotaanya dan 

telah dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
9. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 

BAB II 

RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

1 .  Dalam Mela.ksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRO diberikan 
tunjangan pcrumahan. 

2. Tunjangan perumahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalain bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

3. Penetapan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus mempcrhatikan asas kepatutan, kewajaran rasionalitas serta harga 
tempat yang berlaku. 



BAB Ill 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 
Pasal 3 

Besaran tunjangen pcrumahan Pimpinan dan Anggot.a DPRD sctiap bulan 
ditctapkan seba.gai berikut : 

Rp. 6.500.000,00 (enam jut.a limo ratua ribu a. Kctua DPRD sebesar 
rupiah) 

b. Wakil kctua DPRD sebesar Rp. 5.750.000,00 (limajuta tujuh ratue lima 
puluh ribu rupiah) 

c. Anggota OPRD sebesar Rp. 5.000.000,00 (limn juta rupiah) 

Pasa.l 4 

Bcsamya tunjangan perumahen yang dibcrikan bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud dalarn pasnl 3 dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Oaerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkajene clan Kcpula.uan. 

BAB!V 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Ocngan berlakunya Pereturan Bupati ini, ma.ka segala aturan yang mengatur 
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rokye.t 

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak 

berloku. 
Pasa.16 

Pereturan Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, mcmerintahkan pe.ngundangan Pcraturan Dupati 
ini dcngan penempatannya dalatn Serita Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 
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Diundangkan di Pangkajcne 
pada tanggal I M<lltr:� 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULJ\UAN 

ANWAR RECCA 
BERJTA DAERAH KABUPATEN PANOKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016 
NOMOR 


